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»enulis SKripsi Pembimbing Pertama :
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Evi Oktarina, SH., M.
ABSTRAK

Penyelenggaraan alur pelayvaran vang meliputt kegiaan program, penataan,
pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaannya ditujukan untuk mampu
memberikan pelayanan dan arahan kepada para pihak pengguna jasa transportasi laut
untuk memperhatikan kapasitas dan kemampuan alur dikaitkan dengan bobot kapal
yang akan melalui alur tersebut agar dapat berlayar dengan aman, lancar dan nyaman.
pihak-pihak yang sangat berperan penting tersebut ialah antara lain yaitu pihak
Syahbandar.

Adapun permasaiahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah [@GZZUNE jawab
Syahbandar dalam rangka menerapkan siandar keamanan dan keselamatan pelayaran
dan bagaimana peran Syahbandar dalam menerapakan standar keamanan dan
keselamatan pelayaran

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penslitian yuridis normatif, yaitu
menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan

Simpulan, adapun (anggung jawab syahbandar adalah menjaga keamanan dan
keselamatan pelayaran berdasarkan hukum Indonesia adalah memastikan sebuah kapal
layak untuk berlayar dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan kapal
akibat tidak laik lautnya kapal, menanggulangi pencemaran laut dan melakukan upaya
untuk mencegah pencemaran laut terjadi, dan ikut seria dalam pencarian dan
penyelamatan korban apabila terjadi kecelakaan kapal ataupun saat ada gangguan dalam
pelayaran

Rekomendasi, kepada Syahbandar tetap berdedikasi kepada tugas dan tanggung
jawabnya sebaiknya dilakukan evaluasi kinerja bagi setiap Syahbandar yang
dilaksanakan setiap periode waktu tertentu.

Kata Kunci : Pelayaran, Syahbandar, Tanggungjawab
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
I.- Tanggungjawab Syahbandar Dalam Rangka Menerapkan Standar Keamanan
dan Keselamatan Pelayaran
Adapun tanggung jawab syahbandar dalam menjaga keamanan dan
keselamatan pelayaran berdasarkan hukum Indonesia adalah memastikan
sebuah kapal layak untuk berlayar dan meminimalisir kemungkinan terjadinya
kecelakaan kapal akibat tidak laik lautnya kapal, menanggulangi pencemaran
laut dan melakukan upaya untuk mencegah pencemaran laut terjadi, dan ikut
serta dalam pencarian dan penyelamatan korban apabila terjadi kecelakaan

kapal ataupun saat ada gangguan dalam pelayaran.

2. Peran Syahbandar dalam penerapan standar keamanan dan keselamatan
pelayaran

Peran syahbandar secara khusus diatur dalam Pasal 219 Undang-
Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran yang berbunyi :

Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar
yang dikeluarkan oleh syahbandar; dan Surat persetujuan berlayar
tidak berlaku apabila kapal dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam
setelah persetujuan berlayar diberikan, kapal tidak bertolak dari
pelabuhan, dan Syahbandar juga dapat menunda keberangkatan kapal
untuk berlayar karena tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal
atau pertimbangan cuaca.
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